
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 57 TAHUN 2016 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, 
URAJAN TOGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perat.uran 
Daerah.Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, Uraian 
Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil .Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Urrdarig-Uridemg Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679): 



Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601 ); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Peraturan Perangkat Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2016 Nomor 15); 

: MEMUTUSKAN 
' 

PERATURAN BU-Pj.,\TI STDENRENG RAPPANG TENTANG 
SUSUNAN ORGAl\/lSASl, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, 
FUNGSI, URAIAN·. · TU GAS DAN TATA KERJA BA DAN 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN 
SIDENRENG RAPPANG. 

I BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Bupati adalah Bupati Sidenr.eng Rappang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan BupatiSidenreng 

Rappang. 1 
5. Badan adalah, Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
7. Togas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas 

jabatan. 
8. Fungsi adalah , pekerjaan yang merupakan penjabaran 

dari tugas pokok. · 
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan etas 

semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok 
yang dilakukan pemegang jabatan. 



BAB II 
SUSUNAN ORGANJSASI 

.Pasal 2 
\ . 

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretari.at; 

1. Sub Bagian Perencanaan 
2. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub BagianUmurr\ dan Kepegawaian 

c. Bidang Anggaran; 
i. Sub Bidang Anggaran; 
2. Sub Bidang Pengendalian: 

d. Bidang Perbendaharaan; 
l . Suh Bidang Verifikasi dan Pengujian; 
2. Sub Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan; 

e. BidangPengelolaan A�set; 
1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan; 
2. Sub Bidang Penata Usahaan; 
3. Sub Bidang ' Penghapusan, Pengamanan dan 

Pengendalian; 
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

1. Sub Bidang Akuntansi; 
2. Sub Bidang Infor:r'.nasi dan Pelaporan; 

g. Bidang Pendapatan; i 
1. Sub Bidang Pendapatan AsU Daerah; 
2. Sub Bidang Pendapatan Non Asli Daerah; 

h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 
1. Sub BidangPengawasan dan Pengendalian Pendapatan 

Asli Daerah; 
2. Sub Bidangkeberatan; 

i. Jabatan Fungsional; 
j. UPT Badan; 

(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 
Badan Pengelola Keuangap Daerah berkedudukan sebagai unsur 
penunjang palaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Sadan yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

' 
'' 



BAB IV 
TOGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TOGAS 

! 
I 
I 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

1 • 
i I Pasal 4 
I 

(1) Kepala Badan mernpunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang anggaran, 
perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan, 
pendapatan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 
kepada Pemerintah Daerah. 

'. ' 
(2) Kepala Bad.an dalarn melaksanakan tugas sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan urusan dibidanganggaran, 

perbendaharaan , pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan, 
pendapatan, pengawasan dan pengendalian; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidanganggaran, 
perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan, 
pendapatan, pengawasan dan pengendalian; 

c. pelaksanaan evaluasidan pelaporan dibidanganggaran, 
perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan, 
pendapatan, pengawasan dan pengendalian; 

d. pelaksanaan adminietrasilsadan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
tugas dan fungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. merumuskan program kerja Sadan Pengelola Keungan 

Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelurnnya dan sesuai peraturan perundang-undangan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan 
Pengelola Keungan Daerah; 

c. memantau, mernbina.dan mengawasi serta mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingku p dinas; 

d. mengarahkan bawahan dalam melaksa.nakan pekerjaan 
berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat 
berjalan lancar; 

e. mengkoordinasikan · pelaksanaan kegiatan Dinas kepada 
setiap SKPD yang : terkait untuk mendapatkan masukan, 
informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

f. mengoreksi, memaraf dan/ a tau rnenandatangani 'naskah 
dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang 
berlaku; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. merurnuskan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pengembangan :pengelolaan administrasi um um, 
ketatala.ksanaan, kepegawaiari, pere11canaan, keuangan, 
perlengkapan dan peralatan; 

i. mengelola anggarart daerah; 
1 
I 

i 
! 

• 
• .. 



: I 
I 

j. mengelola akuntansi keuangan daerah; 
k. mengelola pajak daerah; 
1. mengelola pajak bumi clan hangunan (PBB); 
m. mengelola pendapatan non pajak bumi dan bangunan; 
n. melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak/ retribusi: 
o. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah 

(BMD); 
p. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan 

barang milik daerah (BMD}; 
q. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah (BMD); 
r. mengevaluasi penilaian terhadap barang milik daerah (BMD); 
s. melakukan proses perbendaharaan daerah; 
t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi 

dengankementerian, lembaga pemerintah non kementerian, 
dan lembaga lainnya dalarn rangka penyelenggaraan uru san 
pemerintahan bidangBadan Pengelola Keungan Daerah; 

u. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam 
lingkungan Dinas; 

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 
Badandan mernberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebiiakan; dan 

w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai denga1; bidang tugasnya. 

I Bagian Kedua 
Sekretarls 

1.- Pasal 5 

( 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tu gas 
pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program 
dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umurn, 
kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan . 

• 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan 

Dinas; 
b. pengoordinasian pel}yusunan perencanaan dan pelaporan; 
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 
e. pelaksanaan fungsij lain yang diberikan oleh atasan terkait 

tugas dan Iungsinya. 
' 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai beriku t : 
a. menyusun rencana' kegiatan Sekretariat sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan �ugas; 
b. mendistribusikan dan mem beri petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c . memantau, rnengawasi dan rnengevaluasi pelaksauaau tugas 

dalam Iingkungan' Sekretariat untuk mengetahui 
perkembangan peluksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 



pelayanan 

pelayanan 

pelayanan 

pengelolaan rnelaksanakan 

mengoordinasi.kan 

dan 
i 
I k • dan melaksanakan egiatan kehumasan 

t. 

f. 

i. 

r. 

e.. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 
Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan 
integrasi pelaksanaan kegiatan; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan 
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan 
kinerja dan pelaporan keuanganBadan; 
mengoordinasikan ; penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Adrninistrast Pernerintahan di lingkup Dirias; 
melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan 

I 
pengadaan barang Badan; 

k. melaksanakan penga'.daan barang kebutuhan Badan; 
1. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 
m. rnengoordinasikan · dan melaksanakan 

administrasi umum, 'kepegawaian dan hukurn; 
n. rnengoordinasikan � dan melaksanakan 

ketatausahaan; , 
o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga 

Badan· i , 
p. melaksanakan dan 

administrasi keuangan; 
q. mengoordinasikan dan memfasilitaei kegiatan or_gamsF1s1 

dan tatalaksaria: 
mengoordinasikan 
kearsipan; 

s. mengoordinasikan 
dan keprotokolan; 
mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpu1an, 
pengolahan, penyajian data clan informasi serta fasilitasi 
pelayanan informasit 

u. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

I 

bahan perumusan k"ebijakan; dan 
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

J- 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta 
penyusunan laporan. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai beriku t : 
a. menyusun rencana kegiat.an Sub Bagian Perencanaan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalari Iancar; 
c. memantau , rnengawasi dan mengevaiuasi pelaksariaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan urrtuk. 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 



e. bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 
f. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskab dinas; 
g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. mengoordinasikan, rnenyiapkan bahan dan melakukan 

penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran; 
1. menghimpun dan menyajikan data dan inforrnasi program 

dan kegiatan Badan; : 
J. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

kin . I 
eIJa; · 

k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas; 
l. mengumpulkan bahan dan rnenyusun Standar Operasional 

Prosedur administrasi pernerintahan di lingkup Badan; 
m. menyusun laporan )hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub 

Bagian Perencanaan] dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan olch 
atasan sesuai deng� bidang tugasnya. 

j 
i Pasal 7 

{l) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan 
pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. 

' \ I 
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diuraikan 

sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. mernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk rnengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengumpulkan bahan, rnengoordiriasikan, dan menyusun 

rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji 
pegawai, dan rencapa proyeksi pendapatan sebagai bahan 
penyusunan anggaran Badan; 

h. mengumpulkan baban, menyusun, dan merrgclola 
administrasi keuangan Badan; 

1. rnelakukan verifikasi kelengkapan administrasl 
penatausahaan keuangan Dadan; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran clan 
penerimaan keuangan; 

k. menyiapkan bahan dan mcnyusun laporan keuangan, 
I. menyusun realisasi perhitungan anggaran; 
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan 

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan; 
o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan 

barangBaclan; 



I I 

I 
p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, p.emeliharaan, inventarisasi dan 
penghapusan barang] 

q. menyiapkan bahan I dan menyusun daftar inventarisasi 
barang serta menyusun laporan barang inventaris; 

r. menyusun laporan :hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub 
Bagian Keuangan dan memberikan saran pertirnbangan 
kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; 

s. mela.kukan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

: '. Pasal 8 

(1) Sub BagianUmum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang rnempunyai . tugas pokok mengumpulkan bahan 
dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga 
serta mengelola adrninistrasi kepegawaian dan hukum. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat. ( 1) diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana/ kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. mernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaianuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. rnelakukan penilaia'n terhadap basil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; 
h. melakukan adrninistrasi dan pendistribusian naskah dinas 

rnasuk dan keluar; 
i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; 
J. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikanpengelolaan 

urusan rumah tangga Badan; 
k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat 

dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 
1. menyiapkan bahari, menghimpun dan mengclola data 

kehadiran pegawai; 
m. mengoordinasikan dan rnemfasilitasi adrninistrasi surat 

tugas dan perjalanan dinas pegawai; 
n. rnenyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi 

kegiatan organisasi clan ketatalaksa.naan; 
o. menyiapkan bahari dan rnengelola adrninistrasi kepcgawaian; 
p. menyusun rencana fkcbutuhan pengembangan surnber daya 

manu sia dilingkungan Badan; 
q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan , 

peningkatan kornpetensi, disiplln dan kesejahteraan pegawai 
negeri sipil, 

r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelo)a sistem 
informasi kcpcgawaian; 



' I 

s, menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi 
penyusunan produkhukum di lingkungan Dinas; 

t. mengumpulkan "bahan, mengoordinasikan dan 
menindaklanjuti laporan hasil perneriksaankepegawaian; 

u. menyusun laporan I hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; , 

v. melakukan tugas kediriasan lain yang dipcrinrahkan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya, 

Bagian Ketiga 
Bidang Anggaran 

Pasal 9 

(1) Bidang Anggarandipimpin oleh Kepala Bidang yang mernpunyai 
tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional dibidang anggaran dan pengendalian; 

(2) Untuk melaksanakan tugae sebagaima.na dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang Anggaranmempunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang 

Penyelenggaraan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang . 
Penyelenggaraan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; .. 

c. penyiapan bimbingan teknis dan euvervrsi dibidang 
Penyelenggaraan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan d ibidang 
Penyelenggaraan drin Pengendalian A.nggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

e. pelaksanaan fungsl ' lain yang diberikan oleh atasan terkait 
tugas dan fungsinya; 

(3) Togas pokok dan Iungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} 
dan ayat (2) diuraikan s'�bagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaransebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dk memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Anggaranuntuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaifsasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menaridatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya, 
g. merencanakan kegiatan bidang anggaran; 
h. merencanakan koordinasi pengguna anggaran daerah; 
i. menyusun petunjuk teknis penyusunan RAPBD, RKA1 dan 

DPA; 



i . 

j. merencanakan perubahan dan perhitungan A.PBD serta 
menyiapkan nota perubahan anggaran; 

k. membuat konsep SPD (Surat Penyediaan Dana); 
J. merencanakan koordinasi pertanggungjawaban keuangan 

daerah; 
m. mengkoordinasikan pengelolaan pertanggungjawaban 

pengguna anggaran;: 
n. merencanakan verifikasi pengelolaan anggaran daerah dan 

pertanggungjawabar.i keuangan anggaran; 
o. merencanakan pengelolaan kas daerah; 
p. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Anggarandan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 10 

(1) Suh Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan 
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervise, sert.a pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
Pengelolaan Anggaran Daerah; 

(2) Togas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) diatas 
diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana !'. kegiatan sesuai Rencana Kerja (Re.nja) 

tahunan Seksi Anggaran sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; : 

b. mendistribusikan clan memberi petunjuk pelaksanaan. tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalam melaksariakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, rnengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan' Seksi Anggaranuntuk mengetahui 
perkernbangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja - 
bawahan sesuaioaaaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyiapkan bahan koordinasi pengguna anggaran; 
1. mengumpulkan bahan penyusunan RAPED, RKA, dan DPA; 
j. mengumpulkan bahan rencanan perubahan dan perhitungan 

APBD serta menyiapkan nota perubahan a11ggaran; 
k. menyiapkan bahan 'untuk penerbitan SPD (Surat Penyediaan 

Dana}; 
1. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perhitungan 

anggaran; 
rn. menyiapakan data dalam rangka penyusunan laporan aliran 

leas dan penyusunan n.eraca; 
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Anggarandan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

o. melakukan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 



, Pasal 11 
I' a 

' 
(1) Sub Bidangf'engendaliandipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan 
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervise, serta pernantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
Pengelolaan Pengendalian Anggaran Daerah; 

(2) Tugas pokok sebagainiana dimaksud pada ayat ( l]' diatas 
diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana .kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Pengendalian sebagai pedoman dalarn 
pelaksanaan tugas; : ' 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan Iancar; 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pe.laksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Pengendalian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf dan/ atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat eesuai dengan bidang tugasnya; 
h. rnenyiapkan bahan koordinasi pengelolaan 

pertanggungjawabari pengguna anggaran; 
1. menyiapkan bahan verifikasi pengelolaan anggaran daerah 

dan pertanggungjawaban keuangan daerah; 
j. membuat konsep surat edaran Bupati tentang perrnintaan 

usul bendaharawan I pengelola keuangan daerah; 
k. membuat konsep S� bendaharawan; 
1. membuat konsep koordinator, pejabat pengelola keuangan 

daerah BUD dan pelimpahan kewenangan pengelola 
keuangan daerah 

m. melakukan penelitian dokumen Pelaksariaan Anggaran 
SKPD; 

n. menerbitkan SPD dan melakukan pencatatan terhadap SPD 
BLT dan SPD BL; , 

o. menyusun laporan J. hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Pengendaliandan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Ba.gian Keempat 
Bidang Perbendaharaan 

I 

Pasal 12 

(1) Bidang Perbendaharaf.\.o dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mcmpunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan 

I 

pelakeariaan kebijakari operasional dibidang verifikasi, 
pengujian, pengelolaan dan penata usahaan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatas, Kepala Bidang Perbendaharaanmempunyai fungsi: 
a. penyiapan perurnusan kebijakan operasional dibidang 

verifikasi dan pengujian, pengelolaan, penata usahaan, 
Penyelenggaraan dan Pernbinaan Perbendaharaan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang 
verifikasi dan pengujian, pengelolaan, penata usahaan, 
Penyelenggaraan dan Pernbinaan Perbendaharaan; 

c. penyiapan bimbingan, teknis dan suvervisi dibidang verifikasi 
dan pengujian, pengelolaan, penata usahaan, .. 
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perbendaharaan; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang verifikasi dan 
pengujian, pengelolaan, penata usahaan, Penyelenggaraan 
dan Pembinaan Perbendaharaan; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana ·kegiatan Bidang Perbendaharaansebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Seksi sehingga berjalan Iancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Perbendaharaanuntuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuatSasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

f. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan penerbitan perintah pencairan dana ( SP3D) 

uang persediaan; 
h. menyiapkan baharr penerbitan perintah pencairan dana 

(SP2D) ganti uang persediaan (GU); 
1. merencanakan pcnyusunan kebijaka.n tenta.ng 

perbendaharaan daerah; 
J. me1aksanakan pengelolaan kas; 
k. merencanakan evaluasi dan pengendalian kegiatan 

perbendaharaan dan: kas daerah; 
1. rnenyiapkan bahan penerbitan keterangan pemberhetian 

pembayaran (SKPP) :gaji; • 
m. rnerencanakan program dan kegiatan perbendaraan urnum 
n. merencanakan penerbitan perintah pencairan dana (SP2D) 

belanja langsung; 
o. menyclenggarakan ; Proses penyusunan laporan realisasi 

keuangan berdasarkan SPM setiap triwulan yang hersumber 
dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAI{), 
dana bagi hasil dari Pernerintah Propinsi dan Pemerintah 

I Pu sat; · 
p. menyusun Iaporan , .. hasil pelaksanaan tugas KepalaBidang 

Perbendaharaandan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan pcrumuaan kebijakari: dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 13 

(1) Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan 
dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis 
dan supervise, serta '. pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
dibidang Verifikasi dan Pengujian ; 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Verifikasi dan Pengujian sebagai pedoman 
dalarn pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dcin mernberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; · 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksariaan tugas 
dalam lingkungan · Seksi Verifikasi dan Pengujia.nuntuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun ranca.ngan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. mengarsipkan perintah pencairan dana (SP2D) uang 

persediaan; . 
1. mengarsipkan perintah pencairan dana (SP2D) ganti uang 

persediaan (GU); 
J. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang 

perbendaharaan daerah; 
k. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan 

perbendaharaan urnurn dan perbendaharaan gaji; 
J. menyiapkan penerbitan perintah pencairan dana (SP2D) 

belanja langsung; . 
rn. melaksanakan pengumpulan, Pengolahan, Pemeliharaan dan 

pemutakhiran Data dan Informasi Sistem Verifikasi dan 
Pengujian Dokumcru perbendaharaan; 

n. me1akukan pengujian pennintaa.n pencairan dana SKPD 
dalam bentuk Uang Persediaan (UP).Tambahan Uang 
Persediaan (TU), Ganti Vang Persediaan (GU), dan Larigsung 
(LS) 

o. melakukan verifikasi pertanggungjawaban SKPD untuk 
permintaan pembayaran GU dan Pembayaran la.ngsung 

p. melakukan pencatatan atas realieasi penerbitan perintah 
pencairan dana '. ! . 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi. 
Verifikasi dan 

I 
Pengujiandan memberikan saran 

pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan .. 

r. rnelakukan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan 
eesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 14 

(1) Sub Bidang Pengelolaan dan Penata Usahaan dipirnpin oleh 
Kepala Seksi yang mernpunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumu san dan kebijakan dan rnelaksanakan operasional, 
bimbingan teknis dan .supervise, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan dibidangPengelolaan dan Penata Usahaan; 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai berikut: .: 

I 
a. menyusun rencana .kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renjal 

tahunan Seksi Pengelolaan dan Penata Usahaan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
sehingga berjalan lancar; · 

c. membimbing bawahan · dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar: 

d. mernantau, rnengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan· Seksi Pengelolaan dan - Penata 
Usahaanuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

I 
tu gas; '· 

I 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai'Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyiapkan data pehgelolaan kas; 
i. menyiapkan data evaluasi; 
j. mengarsipkan keterangan pemberhentian pembayaran 

(SKPP} gaji; 
k. Melakukan pcngelolaan pener.imaan dana perimbangan, bagi 

hasil / bantuan Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah; 
1. Melakukan rekonsilia'.si Bank/ Penerimaan Daerah; 
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi · 

Pengelolaan dan Penata Usahaan dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan 
kebijakan; 

n. rnelakukan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya; 

Bagian Kelin1a 
BidanJ Pengelolaan Asset 

Pasal 15 

(1) Bidang Pengelolaan Asset dipimpin o1eh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan perurnusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional dibidang analisis kebutuhan, 
pemanfaatan, penata usahaan, penghapusan, pengamanan dan 
pengendalian asset; 

(2) Untuk rnelakse nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). Kepala Bidang Pengelolaan Assetmempunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang 

penyelenggaraan, pembinaan adminietrasi, manajemen 
pengelolaan, Pembinaan programa, monitoring dan evaluasi 
serta perneliharaan Asset Daera.h; 



b. penyiapan pelaksariaan kebijakan operasional dibidang 
penyelenggaraan, pembinaan administrasi, rnanaiemen 
pengelolaan, pembinaan prograrna, monitoring dan evaluasi 
aerta pemeliharaan Asset Daerah; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang 
penyelenggaraan, pernbinaan administrasi, rnanajemen 
pengelolaan, pembinaan programa, monitoring dan evaluasi 
serta pemeliharaan Asset Daerah; 

d. pemantauan, eva;1uasi dan pelaporan dibidang 
penyelenggaraan, pembinaan adrninietrasi, manajemen 
pengelolaan, pembinaan programa, monitoring dan evaluasi 
serta pemeliharaan Asset Daerah; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai hidang tugasnya; 

' (3) Tugas pokok dan Iungsl sebagairnana dimaksud pada ayal (1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan 

Assetsebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalarn lingkungan Bidang Pertanahanuntuk rnengetahui 
perkem bangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasanm Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas, 

f. me.ngikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan kebijakan pengelolaan BMD; 
h. merencariakan pengadaan dan penghapusan barang milik 

daerah; 
i. menyusun penatau sahaan barang milik daerah; 
J. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tata cara 

penggunaan dan pemeliharaan BMD; 
k. melaksanakan evaluasi BMD; 
1. merencanakan proses penetapan status penggunaan dan 

pemanfaatan barang milik daerah; 
m. menyusun perigamanan dan perneliharaan barang milik 

daerah berdasarkan jenis barang; 
n. menganalisis penilaian terhadap barang milik daerah guna 

rnendukung penyusunan neraca daerah; 
o. menyusun inventarisasi terhadap barang milik daerah; 
p. Menyusun laporan · hasil pelaksanaan tugas KepalaBidang 

Penge)o1aan Assetdan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengap. bidang tugasnya. 

·.' Pasal 16 

(1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mernpunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, 
bimbingan tek.nis dan, supervise, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan dibidanganalisis Kebutuhan, Pemanfaaran Asset 
Daerah; 



(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diuraikan 
sebagai berikut: · · 
a. menyusun rencana :kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renia) 

tahunan Seksi Analieis Kebutuhan dan Pernanfaatan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksa:naan tugas ·· 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalarn melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. rnemantau, rnengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan, Seksi Analisis Kebutuhan dan 
Pemanfaatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaixasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyi.apkan bahan pelaksanaan pengguna barang milik 

daerah; 
i. menyiapkan bahan evaluasi pengguna BMD; 
j. menyi.apkan proses penetapan status penggunaan dan 

pernanfaatan barang milik daerah; 
k. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan dalam 

penyusunan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah 
(RKBMD) seluruh SKPD; 

L Mem bantu meneliti dan memberikan pertimbangan dalam 
penyusunan perubahan u sulan rencana kcbutirhan barang 
milik daerah (RKBMD) seluruh SKPD; 

m. Menyusun standar satuan harga sarana dan prasarana 
daerah; 

n. Menyusun rancangan status penggunaan, pengalihan status 
penggunaan, penggunaan sernentara dan status penggunaan 
barang milik daerah: 

o. Menyusun Investaei terhadap asset daerah berupa 
tanab/bangunan yang tidak dimanfaatkan: 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan dan memberikan 
saran pertimbangan · kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidarig tugasnya. 

Pasal 17 

(1) Sub Bidang Penata Usahaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapka.n bahan perumu san dan 
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
Penata Usahaan Asset Daerah: 

. ' 
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(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja [Renja) 

tahunan Seksi Penata Usahaan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Penata Usahaanuntuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kcrja 
bawahan seeuaisasaran Kerja Pegawai (SKPJ; 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. rnenyiapkan penilaian terhadap barang milik daerah gunan 

mendukung penyusunan neraca daerah; 
1. rnenyiapkan inventarisasi terhadap barang milik daerah; 
J. menyusun laporan . hasil pengadaan barang rnilik daerah 

yang terdiri dari ! ,laporan hasil pengadaan bulanan, 
semesteran dan tahunan dalam bentuk daftar barang; 

k. rnelakukan revaluasi dan pemutakhiran data; 
I. rnelakukan pendampingan terhadap pengurus barang dalam 

melakukan stock opname barang persediaan; 
m. menyusun laporan · hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi 

Penata Usahaan dari membcrik.an saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; _dan 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan hida�g tugasnya. 

I 

I, Pasal 18 
I 

(1) Sub Bidang Penghapusan, Pengamanan dan Pengendalian Asset 
dipimpin oleh Kepala ' Seksi yang mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan , dan 
melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
Penghapusan, Pengarnanan dan Pengendalian Asset Daerah; 

i 
(2) Tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 

sebagai berikut : :. '· 
a. menyusun rencana kegiatan sesuai l<enc�a Kerja (.t<enja) 

tahunan Seksi Penghapusan, Pengamanan dan Pengendalian 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan rnernberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancer; 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksariaan tugas 
dalam lingkungan , Seksi Penghapusan, Pengamanan dan 
Pengendalianuntuk rnengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

e. melakukan peni laian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP); 
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I 
f. mcnyusun rancangan, mengoreksi, mcrnaraf dan/ a tau 

menandatangani naskah dinas; 
g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyiapkan pengadaan dan penghapusan barang milik 

daerah; · 
1. menyiapkan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah berdasarkan jenis barang; 
J. melakukan proses penelitian dan pemeriksaan atas 

kelayakan usulan peminadahtanganan, pemusnahan dan 
penghapusan SKPD; 

k. membuat pertirnbangan dan mengatur usulan 
pernindahtanganan, , pemusnahan dan penghapusan SKPD 
berdasarkan kondisi' fisik, administrative dan hukum; 

1. melakukan penelitian, membuat laporan dan berita acara 
hasil penelitian [ atas usulan pemendahtanganan, 
pernusnahan dan pepghapusan barang milik daerah; - 

m. melaksanakan dan inengkoordinasikan system pengarnanan 
fisik, administrative \:ian status hukum barang milik daerah; 

n. menyimpan dan menghimpun dokumen asli kepernilikan 
barang rnilik daerah}: 

o. menyusun laporan .hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Penghapusan, Pengamanan dan Pengendaliandan 
mernberikan saran! pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 

p. melakukan tugas kedinasan lam yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya, 

Bagian Ketiga 
Bidang Pelaporan dan Akuntansi 

Pasal 19 

(1) Bidang Pelaporan dan Akuntansi dipirnpin oleh Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional dibidang akuntansi, 
informasi dan pelaporan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat 
(l), Kepala Bidang Pelaporan dan Akuntansi mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang 

penyelenggaraan perumusan dan pengkoordinasian 
kebijakan sistem .. akuntansi keuangan, mekanisme dan 
sistem informasi serta pelaporan neraca keuangan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang 
penyelenggaraa:n perurnusan dan pengkoordinasian 
kebijakan sistem akuntansi keuangan, mekanisme dan 
sistem informasi serra pelaporan neraca keuangan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi . dibidang 
penyelenggaraan , perumusan dan pengkoordinasian 
kebijakan sistem akuntansi keuangan, rnekanisme dan 
sistem informasi scrta pelaporan nerncn lceuo.ngori: 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
penyelenggaraan i perumusan dan pengkoordinasian 
kebijakan sistem '::ikuntansi keuangan, mekanisme dan 
sistem informasi serta pelaporan neraca keuangan; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : . 
a. menyusun rencana' kegiatan Bidang Pelaporan clan 

Akuntansisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan ·memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. mernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalarn lingkungan Bidang Pelaporan dan Akuntansiuntuk 
mengetahui perkcmbangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai'sasaran Kerja Pegawai (SKP); ' 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. rnerencanakan kegiatan bidang akuntansi; 
h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tat.a pembukuan 

secara sistematis , dan kronologis mengenai Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penelitian 
terhadap bukti kas 'mengenai penerimaan dan pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED); 

J. Menyelengga.rakan pembukuan yang sifatnya administratif 
berupa pencatatan .atas realisasi Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan Daerah; 

k. Menerima dan menghirnpun laporan pelaksanaan APBD dari 
setiap Satuan kerja dil:ingkungan Pemerintah Daerah; 

1. Mempersiapkan surat teguran terhadap Bendahara 
Penerimaan/Bendaharan Pengeluaran yang lalai atau tidak 
rnenyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ} sesuai 
dengan waktu yang ditentukan; 

m. Menyelenggarakn penyusurian Laporan neraca Keuangan 
Daerah yang rneliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 
Laporan Arus Kasi dan Catatan atas Laporan Keuangan 
Daerah: i , 

n. Mernpersiapkan bahan dan data dalam rangka pernbahasan 
bersarna Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD serta 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban APBD; 

o. Menyelenggarakan koordinasi dan rekonsiliasi atas realisasi 
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; 

p. menyusun laporan .hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Pelaporan dan ' Akunlansidan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya, 

Pa.AA.I 20 

(1) Sub Bidang Akuntarrst dipimpin oleh Kepala Scksi yang 
mempunyai tugas poknk menyiapkan bahan perurnu san dan 
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervise, serta pernantauan, evaluasi clan pelaporan 
dibidangakuritanai; ' 

• ' ' . 
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(2) Tu gas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatas 
diuraikan sebagai berikut : 
a. rnenyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Akuntansi sebagai pedoman da1am. 
pelaksanaan tugas; 1 b. mendistribusikan dan 'memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

ct. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Akuntansiuntuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaisasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. men.yusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan 

penyusunan program dan kebijakan program bidang 
I akuntansi; 

1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait 
dibidang akuntansi dan laporan keuangan; 

J. melakukan proses' akuntansi secara sisternatis dan 
kronologis mengenai transaksi keuangan daerah; 

k melaksanakan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk 
penyusunan Iaporan Keuangan Daerah; 

1. melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengikhtisaran 
data tentang pendapat.an daerah, Belanja Daerah dan 
Pembiayaan Daerah; 

m. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban benrlahara penerirnaan; 

n. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggu ngjawa hart bendaharan pengeluaran; 

o. melaksanakan evaluasi dan Laporan atas pelaksanaan 
Akuntasi Pernerintah Daerah; 

p. menyusun laporan · hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Akuntansidan rnemberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan pcrumusan kebijakan; dan 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperiritahkan atasan 
sesuai dengan bida1g tugasnya. - 

' -Pasal 21 
, . 

(1) Sub Bidang Informasi dan Pelaporan dtpimpin oleh Kepala Seks1 
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan 
dan kebijakan dan melaksanakan opcrasional, bimbingan teknis 
dan supervise, serta . pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
dibidanglnformasi dan Pelaporan; · 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimalcsud pada 1-1ya I: ( l) diatas 
diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana' kegiatan sesuai Rencana Kerja (Rcnja) 

tahunan Scksi Informasi dan Pelaporan sebagai pedoman 
da1am pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 
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c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawast dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan · Seksi Informasi dan Pelaporanuntuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasa:ran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/ a tau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
h. menyiapkan bahan' pernbinaan dibidang akuntansi dan 

laporan keuangan; � 
i. rnenyiapkan data dan menyusun laporan Realisasi APBD; 
J. menyiapkan data dan menyusun Neraca Daerah; 
k. menyiapkan dan dan menyusun Laporan Arus Kas; 
l. rnenyiapkan data dan menyusun Catatan Atas Laporan 

Keuangan Daerah; ; 
m. menyiapkan data dan menyusun Iaporan Semester Pertarna 

dan Prognosis 6 (enarn] bulan berikutnya; 
n. menyiapkan data dan menyusun Rancangan Perda tentang 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; ,, 
o. menyiapkan data dan menyusun Rancangan Peraruran 

Bupati tentang ' ·Penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

1 

p. menyusun laporan ' hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
lnformasi dan r Pelaporandan mernberikan - saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;dan I 

q. melakukan tugas kedinasan lain vang diperiritahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. • 

Bagian Keempat 
Bidang Pendapatan 

Pasal 22 

• (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, operasional dibidang pendapatan asli 
daerah dan non pendapatan asli daerah; 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatas, Kepala Bidang Pendapatanrnempunyai fungsi : 
a. penyiapan per urrruse,n kebijakan operasional 

dibidangpendapatan asli daerah, pendapatan non 
pendapatan asli daerah, pengendalian, pengawasan serta 
penertiban da.n pengamanan pengelolaan Pendapatan 
Daerah; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan cperasional dibidang 
pendapatan asli daerah, pendapatan non pendapatan a sli 
dacrah, pengendalian, pengawasan serta penert.iban dan 

I pengamanan pengelol.aan Pendapatan Daerah; 
c. penyiapan bimbingan tekn is dan suvervrsi dibidang 

pendapatan aali daerah, pendapatan non pendapatan aali 
daerah, pengendalian, pengawasan serta penertiban dan 
pengamanan pengelolaan Pendapatan Daerah; 

l 
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d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan 
asli daerah, pendapatan non pendapatan asli daerah, 
pengendalian, pengawasan serta penertiban dan 
pengamanan pengelolaan Pendapatan Daerah; 

e. pelaksanaan tugas ke.dinasan lain sesuai bidang tugasnya; 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rericana; kegiatan Bidang Pendapatansebagai 

pedornan dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan d� memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan °Bidang Pendapatanuntuk mengetahui 
perkernbangan pefakaariaari lugas; 

cl. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaisaseran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

I 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; · 
g. menganalisis data �bjek dan subjek pajak dan retribusi 

daerah dalam kartu data; 
h. menyususn penerirnaan berkas dari perolehan objek pajak 

BPHTB; 
I 

1. merencanakan pengelolaan pajak daerah; 
J. menyususn data penerirnaan bagi hasil pajak dan bukan 

pajak dari pemerintah pusat dan provinsi; 
k. membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan 

daerah; 
1. menganalisis penerimaan dan menelit.i berkas pcndaftaran 

wajib pajak dan wajih retribusi daerah; 
m. merencanakan kegiatan NPWPD dan mencetak konsep SK 

pengukuhan sebagai wajib pajak; 
n. merancang dan menyu sun potensi PBS wilayah I/TJ/TTT; 
o. merencanakan pelaksanaan pemungutan PBB wilayah 

I/II /III; 
p. merencariakan pelaksanaan monev dan pelaporan bidang 

PBB wilayah 1/fI/lII; 
q. merencanakan pengelolaan pendapatan asli daerah; 
r. merencanakan pengelolaan dana perimbangan dan 

pendapatan lainnya: 
s. merencanakan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan 

penetapan wajib paj�k/wajib retribusi; 
t. merencanakan penyusunan dattar induk wajib pajak dan 

retribusi retribusi, 
u. merencanakan pendistribusian forrnulir surat 

pemeberitahuan pajak daerah/retribusi daerah; 
v. merencanakan penagihan pajak dan retribusi; 
w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaBiclang 

Pendapatandan mernberikan saran pert.imbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

I 
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
I 

� 
' I 
I 



Pasal 23 

(1) Sub Bidang Pendapatan-Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas1 pokok menyiapkan bahan perumusan 
dan kebijakan dan melaksanakan operasional, birnbingan teknis 
dan supervise, scrta '.pcmantauan, evaluasi da.n pelaporan 
dibidangPendapatan Asli Daerah; 

i 
i 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana ;kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Pendapatan Asli Daerah sebagai pedoman 
I, 

dalam pelaksanaan tu-gas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 
c. membimbing bawahan dalam. melaksanakan tugas agar 

' dapat diselesaikan dengan cepat. dan benar; 
d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelnksanaan tugas 

dalam lingkungan ; Seksi Pendapatan Asli Daerahuntuk 
mengetahui perkem bangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaisasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf clan I a tau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
h. mendokumentasikan .data objek dan subjek pajak dan 

retribusi daerah dalam kartu data; 
1. mendokumentasikari penerimaan berkas dari perolehan 

objek pajak BPHTB; 
j. menyiapkab bahan *oordinasi pengelolaan pajak daerah; 
k. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; 
l. memilah penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib 

pajak dan wajih retribusi pajak; 
m. menyiapkaan kegiatan mencetak NPWPD dan mencetak 

konsep SK pengukuhan sebagai wajib pajak; 
n. mengumpulkan data potensi PBB wilayah I/II/III; 
o. melakukan pemungutan PBB wilayah I/II/III; 
p. rnengumpulkan bahan pelaksanaan monev dan pelaporan 

bidang PBB wilayah.I/II/III; 
q. mengumpulkan bahan penata usahaan PAD; 
r. mengumpulkan baltan koordinasi penerimaan PAD dengan 

instansi terkait; 
s. melakukan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan 

penetapan wajib pajak./wajib retribusi; 
t. melakukan pcnyusunan daftar induk wajib pajak dan wajib 

retribusi; • 
u. melakukan pendistribusian forrnulir surat pemberitahuan 

tagihan pajak daerah/retnbusi daerah; 
v. melakukan pelaksariaan penagihan pajak dan retribusi: 
w. rnenyusun laporan] hasil pelaksanaan tugas Kepala'Seksi 

Pendapatan Aelii Daerahdan mernbcrikan saran 
pertirobangan kepada atasan scbagai bahan perurnusan 
kebijakan;dan \ 

x. melakukan tugas ld�dinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 



·�24� 

; ' 

Pasal 24 

(1) Sub Bidang Pendapatari Non Pendapatan Asli Daerah dipimpin 
oleh Kepala Seksi yang· mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan perumu san clan kebijakan dan melaksanakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemarrtauan, 
evaluasi dan pelaporan dibidang Pendapatan Non Pendapatan 
Asli Daerah; 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) diuraikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Pendapatan Non Pendapatan Asli Daerah 
sebagai pedoman dalam pelak.sanaan tugas; 

b. mendistribusikan da.n mernberi petunjuk pelaksanaan tugas 
sehingga berjalan la.near; 

. I 
c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 

dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 
d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalarn lingkungan Seksi Pendapatan Non Pendapatan Asli 
Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai'Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf dan/ a tau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan 

pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; 
i. mengumpulkan bahan penata usahaan dana perirnbangan 

dan pendapatan lainnya; 
j. mengumpulkan bahan koordinasi dalam peningkatan dan 

pengembangan sumber-surnber pendapatan; 
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa1aSeksi 

Pendapatan Non Pendapatan Asli Daerah dan memberikan 
saran pertirnbangan kepada atasan sebagai .. bahan 
perumusan kebijakan; dan 

I. melakuka.n tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

i�gian Kelima 
Bidang Pengtwasan dan Pengendalian . 

Pasal 25 

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipirnpin oleh Kepala 
Bidang yang mernpunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengawasan, 
pengendalian pendapatan asli daerah dan keberatan; 

• ! 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1), Kcpala Bidang Pengawaean dan Pengendalianrnernpunyai 
fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang 

pengawasan, pengendalian pendapatan asli daerah dan 
keberatan pajak; 



b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang 
pengawasan, pengendalian pendapatan asli <laerah dan 
keberatan pajak; i 

c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang 
pengawasan, pengendalian pendapatan asli daerah dan 
keberatan pajak; : 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, 
pengendalian pendapatan asli daerah dan keberatan pajak; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat {2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan dan 

Pengendaliansebagat pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendietribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Pengawasan . dan 
Pengendalianuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas: I · 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dun prcstasi kcrja 
bawahan sesuaixasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dari/atau 
menandatanga.ni naskah dinas; 

f. mengikuri rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. membuat konsep kebijakan tentang system dan prosedur 

penagihan dan keberatan; 
h. merangcang prosedur pembukuan dan pelaporan 

pendapatan dacrah.: 
1. merencanakan kebijakan tentang system dan prosedur 

penagihan clan keberatan; 
J. menyusun laporan kadaluarsa penagihan dari penghapusan 

tunggakan; l 
k. menentukan pelaksanaan perhitungan terhadap besamya 

denda; 
I. menganalisis pengajuan keberatan dan permohonan 

banding sesuai dengan kewenangannya; 
m. menangani sengkata pajak; 
n. rnemproses pengurangan pajak/retribusi; 
o. Menyusun laporan .hasil pelaksanaan tugas KepalaBidang 

Pengawasan dan i Pengendaliandan memberikan saran 
pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; , 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 26 

{l) Sub Bidang Pengawaaan clan Pcngendalian Pendapatan Asli 
Daerah dipimpin oleh Kepala Sekai yang mempunyai tugas 
pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan 
melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, 
serta pemantauan, evaluast dan pe1aporan dibidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah; 

' 
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' (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diuraikan 
sebagai berikut : l 
a. menyusun rencana ikegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan 
Asli Daerah sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancer; 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; .. 

d, memantau, rnengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas 
dalarn lingkungan 'Seksi Pengawasan dan Pengendalian 
Pendapatan Asli Daerahuntuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; 1. 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasa'ran Kerja Pegawai (SKP); 

f. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; . 

g. mengikuti rapat-rapljl-t sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyusun prosedur: pembukuan dan pelaporan pendapatan 

daerah; " 
1. menyiapkan bahan penyusunan prosedur pernbukuan clan 

pelaoran; 
j. mendokumentasikari •. laporan kadaluarsa penagihan clan 

penghapusan tun.ggakan; 
k. menyusun laporan .hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerahdan 
memberikan saran tpertimbangan kepada at.asan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 

I. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 27 

(1) Sub Bidang Keberatah dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan 
kebijakan dan melaksanakan operasional, birnbingan teknis dan 
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
Keberatan Pajak/Retribusi; 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan 
b i berik i. se agar e ut : 

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 
tahunanSeksil<eberatansebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalam rnelakeanakan tugaeagar dapat 
diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksariaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Keberatanuntuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksr, memaraf dan/ atau 
menandatangani na�kah dinas; ,. 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
• 
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h. menyusun kebujakan tentang system dan prosedur 
penagihan dan keberatan; 

i. rnenyusun kebujakan tentang system dan prosedur 
penagihan keberatan; 

J. melakukan pelak.sanaan perhitungan terhadap besarnya 
denda; 

k. menyiapkan bahan 'pengajuan keberatan dan permohonan 
banding sesuai dengan kewenangannya; 

1. menyiapkan bahan g�manganan sengketa pajak/ retribusi; 
m. menyiapkan bahan pengurangan paiak/retribusi; 
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi 

Keberatan dan rnemberikan saran pertirnbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

o. melakukan tugas kediriasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bkgian Keenam 
Jabatan Fungsional 

Pasal 28 

Kelompok Jabatan Fungsional rnernpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas sesuai dengan .kea hliari dan kebu tuhan 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 29 

(1) Kepala Badan, Sekreraris, para Bidang diangkat dan 
diberheritikan o1eh Bupati. 

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan 
oleh Sekretaris Daerah atas pelirnpahan wewenang dari Bupati. 

I 
Pasal 30 

.\ - 
' 

( l) Kepala Badan meYaksanakan tugasnya berdasarkan 
kebijaksanaan umum , ,yang ditetapkan oleh Bupati sesuai 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Kepala Badan memandang perlu untuk mengadakan 
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada 
Bupati untuk menclapat persetujuan. 

r Pasal 31 

Dalarn melaksanakan tugas Kepala Badan, Sckrctaiis,- Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok .Jabata n 
Fungsional Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan singkronisasi baik dalam lingkup masing-rnasing maupun antar 
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan Instansi lain di luar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 



Pasal 32 

(1) Kepala Badan wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala 
Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing­ 
masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambiJ · 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan 
tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi rnasing­ 
rnasing dan bila terjadi penyimpangan dapat rnengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan. 

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib rnengawasi 
pelaksanaan tugas setiap staf masing-masing, dan bila tcrjadi 
penyimpangan dapat 1 mengarnbil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan. 

! Pasal 33 
I 

i 

(l) Kepala Badan bertanggung jawab memirnpin dan 
mengkoordinasikan Sekretarie, para Kepala Bidang dan memberi 
bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas Sekretaris 
dan Kepala Bidang. ; 

(2) Sekretaris, para setiap Kepala Bidang bertanggung jawab 
memimpin, mengkoordinasikansetiap Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi, dan memperikan bimbingan serta petunjuk dalam 
melaksanakan tugasnya masing-masing. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab 
memimpin, mengkoordinasikan setia staf masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Pasal 34 

(1) Kepala.Badan bertanggung jawab kepada Bupati - melalui 
Sekretaris Daerah dan · berkewajiban menyampaikan laporan 
secara berkala tepat waktu. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada 
Kepala Dina-s dan berkewajiban menyampaikan laporan secara 
berkala tepat waktu. . 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sektetaris 
dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang masing-rnasing.. baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala 
Seksi berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat 
waktu. [, 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN_LAIN 

Pasal 35 

Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam 
Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, 
setelah terlebih dahulu ' mendapat. persetujuan tertulls dari 
Sekretaris Daerah. 



BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 36 

' UPT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada saat ini tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya UPT baru 
sesuai peraturan perundang-undangan, dan UPT tersebut berubah 
nomenklaturnya menjadi Uff Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sehingga dalam rnelaksariakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

1 
f' l' BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
' I 
l 
I Pasal 37 
' I 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, make.Peraturan Bupati 
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas 
dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 31) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. ' 

! i' Pasal 38 
' 

Peraturan Bupati ini mulai 6erlaku pada tanggal diundangkan 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Diteta kan di Pangkajene Sidenreng 
t( 1,. 30 »esem'ber 201,6 --- 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada rarigga], 301 ll<iieembex 201•6 ' 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
NOMOR 5'1i 
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